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Eunike Elsye Marensia ( E11113011 ), dengan judul Peran Kepala 
Lembang Atas Kemenangan KalatIku Paembonan Pada Pemilukada 
Toraja Utara Tahun 2015 di bawah bimbingan Basir Syam, sebagai 
Pembimbing I dan Andi Naharuddin sebagai Pembimbing II. 
Kepala Lembang merupakan Kepala Desa Adat yang ada di 
Toraja.Kepala  Lembang mendapat perhatian oleh masyarakat atau lebih 
diposisikan sebagai pemuka pendapat oleh masyarakat hingga saat ini.Hal 
tersebut terjadi karena Kepala Lembang memiliki kedekatan dengan 
masyarakat secara interpersonal, sehingga bentuk-bentuk komunikasi yang 
dilakukan oleh Kepala Lembang mendapat perhatian khusus oleh 
masyarakatnya. Keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh para politisi yang 
akan bertarung pada pemilihan kepala daerah untuk menarik dukungan, 
karena masyarakat senantiasa menunggu keputusan atau pendapat dari 
Kepala Lembang dalam menjatuhkan pilihan kepada salah satu kanidat. Hal 
ini menarik untuk diteliti, bagaimana peran Kepala Lembang dalam 
kemenagan Kalatiku Paembonan pada Pemilukada Toraja Utara tahun 2015. 
Penelitian ini menggunakan teori aktor, konsep peran, dan konsep patron 
klien. 
Penelitian ini dilaksanakan di Lembang Tallulolo Kecamatan Kesu’ dan 
Lembang Nonongan Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi 
Selatan. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Mei hingga Juni 2017. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe 
deskriptif. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini melalui proses 
wawancara kepada beberapa informan yang tersebar di Lembang Tallulolo 
dan Lembang Nonongan. Untuk menunjang data primer kemudian penulis 
menggunakan data sekunder yang berasal dari sumber-sumber literatur, 
jurnal, dokumen, dan atikel yang relevan dengan penelitian ini. 
 Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Lembang cukup 
berperan dalam kemenangan Kalatiku Paembonan pada Pemilukada. Kepala 
Lembang menggunakan faktor faktor yang dimilikinya seperti ketokohan, 
kekeluargaan, dan kepercayaan yang dimilikinya sebagai seorang aktor  dan 
jaringan patron klien yang sudah dibangun dalam Lembang membuat Kepala 









Eunike Elsye Marensia (E11113011), with the title The Role of Kepala 
Lembang For Kalatiku Paembonan's Win at The Election in Toraja Utara 
in 2015 under the guidance of Basir Syam as a Supervisor I and Andi 
Naharuddin as Supervisor II. 
  Kepala Lembang known as Torajas cultural head of village.Until 
now,Kepala Lembang  got attention by the society or posisioned as the 
decisions maker of society. This happen cause Kepala Lembang have 
interpersonal approach with the society, so the communication form made by 
Kepala Lembang got special attention for his society. This situation used by  
the politicians got support on Local Government election, because society 
waiting for Kepala Lembang choice to choose one of the candidate. This 
subject is interested to take as a research, how Kepala Lembang role on   
Kalatiku Paembonan's on  North Toraja local government election  on 2015. 
This research used the actor theory, role concept, patron tclient concept. 
 This research was held in LembangTallulolo Sub-district of Kesu' and 
Lembang Nonongan Sub-district of Sopai, North Toraja, South Sulawesi. The 
research started in May until June 2017. This research used qualitative 
research methods with the descriptive type. Primary data in this research  got 
from the interview pocces to some of informant from Tallulolo and Nonongan 
Sub-district. To support the primary data, the author used the secondary data 
from literary sources, journals, documents, and articles which relevant to this 
research. 
  This shown that Kepala Lembang have enough role on Kalatiku 
Paembonan’s win on local governmente election. Kepala Lembang using the 
factors that he have like figure, familiarity, and trust as an actor and patron 
client relation that build on Lembang makes Kepala Lembang got his role on 
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1.1 Latar Belakang 
Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan 
rakyat untuk berpartisipasi didalam sistem demokrasi perwakilan 
modern.Sebuah instrument yang diperlukan bagi partisipasi adalah sistem 
pemilu.Jika sistem ini tidak memperbolehkan warga negara untuk 
menyatakan pilihan – pilihan dan preferensi politik mereka, maka pemilu bisa 
menjadi kegiatan yang hampir tidak bermakna1. 
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) adalah sarana 
kedaulatan rakyat pada tingkatan lokal, karena setiap individu mempunyai 
kesempatan untuk memilih kepala daerahnya secara langsung.Pemilihan 
Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung dilaksanakan  
berdasarkan keputusan politik Undang-undang No. 23 tahun 2014 mengenai 
pemerintahan daerah yang memuat ketentuan tentang pemilihan Kepala 
Daerah secara langsung.2 
Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat 
adalah sebuah sistem yang menjadi karakteristik demokrasi modern.Pilkada 
secara langsung memiliki kolerasi yang sangat erat dengan pelaksanaan 
                                                             
1Efriza, Political Explore,2012. Bandung : Alfabeta Hal 355 
2 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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kedaulatan rakyat. Rakyat dapat menentukan sendiri pemimpin yang akan 
memimpin daerahnya sehingga terjalin hubungan yang erat antara kepala 
daerah dengan rakyat yang dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif. 
 Pemilihan Umum dapat memberikan ruang bagi tokoh-tokoh 
masyarakat lokal untuk mengaktualkan setiap gagasan ataupun kepentingan 
politik karena mereka mempunyai hubungan emosional dengan 
masyarakat.Keberadaan pemimpin adat diharapkan mampu untuk 
menyambut kebijakan pemerintah demi kepentingan masyarakat. 
Keberadaan pemimpin adat cenderung masih terikat oleh nilai-nilai budaya, 
tradisi, dan ikatan kulturalnya.  
 Toraja Utara merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan 
pemilihan umum secara langsung, namun disisi lain Toraja Utara masih 
menjaga warisan nenek moyang mereka dengan menerapkan sistem desa 
adat. Oleh karena itu di Kabupaten Toraja Utara telah dikeluarkan Undang-
Undang mengenai desa adat (Lembang). 
 Peraturan Daerah Kabupaten  Toraja Utara nomor 7 tahun 2014 
tentang Penetapan Lembang, Penataan Lembang, dan Kewenangan 
Lembang pasal 1 ayat (8) Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang 
disebut dengan Lembang, selanjutnya disebut Lembang, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
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setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 3 
 Di Toraja Utara desa disebut dengan nama lain, yaitu Lembang. Kata 
Lembang ini muncul pertama kali pada masa penjajahan Belanda yang pada 
saat itu masih bernama distrik. Setelah Belanda keluar dari Tana Toraja, 
pemerintah daerah mengubah nama distrik menjadi Lembang yang diambil 
dari bahasa Toraja berarti perahu (bahtera) yang bermakna tentang suatu 
kelompok masyarakat dimana di dalamnya masing-masing orang mempunyai 
fungsi dan kedudukannya masing-masing, ada yang bertugas sebagai 
nakhoda, juri mudi, tukang layar dan sebagainya.  
 Hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan bermasyarakat fungsi-fungsi 
di atas dianalogikan sebagai fungsi-fungsi ketua kelompok, pengurus-
pengurus kelompok serta masyarakat di bawahnya.Secara umum, Lembang 
setara dengan desa, namun yang membedakan antara Lembang dengan 
desa yaitu selain nama yang berbeda, Lembang juga memiliki sistem 
pemerintahan yang berbeda dengan desa. Dimana Lembang menganut 
sistem pemerintahan desa adat.Di dalam sistem pemerintahannya, Lembang 
mengikuti aturan adat yang berlaku di daerah tersebut namun tidak keluar 
dari aturan pemerintah daerah. 
                                                             
3 PERDA Kabupaten Toraja Utara No.7 Tahun 2014 
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 Pada mulanya, kepala lembang dipilih secara musyawarah oleh 
pemuka-pemuka masyarakat dengan aturan tomaluangan ba’tengna, 
tomasindung mayanna yang diartikan sebagai berikut : 
1. keturunan bangsawan (pemuka-pemuka adat) 
2. ekonomi yang cukup (kaya) 
3. mempunyai jiwa kepemimpinan 
4. berjiwa sosial 
5. berwawasan tinggi 
 Pemimpin harus mempunyai jiwa kepemimpinan dan berkharisma agar 
bisa dihormati oleh rakyatnya.Dia harus kaya karena dengan kekayaannya 
diharapkan dia dapat membangun wilayahnya dan bisa mencukupi 
kebutuhan masyarakatnya yang tidak berkecukupan.Karena ada prinsip 
pemimpin yang dipakai “lebih baik dia tidak makan dari pada ada rakyatnya 
yang kelaparan”. 
 Syarat-syarat diatas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 
masyarakat yakni yang menginginkan pemimpin yang bisa menjadi 
Pa’tuladanan( teladan)bagi masyarakatnya. Lembang mencakup wilayah 
geografis dari sekelompok masyarakat karena ikatan generasi yang memiliki 
asal usul yang sama dan berbagi seperangkat hukum sosial budaya dan 
nilai-nilai serta bentuk tradisional organisasi pemerintahan. Sistem 
Pemerintahan yang ada di masing-masing Lembang bisa saja terdapat 
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perbedaan, karena adat istidat yang berlaku di masing-masing Lembang 
memiliki karakteristik tersendiri-sendiri. Meskipun demikian  struktur 
pemerintahan yang dimiliki tetap memiliki kesamaan antara Lembang yaitu: 
Kepala Lembang sebagai pimpinan tertinggi membawahi kapala kampung 
dan struktur yang paling bawah yaitu saroan( setingkat RT). 
 Dalam menjalankan tugasnya Kepala Lembang dibantu sekertaris dan 
kabag urusan seperti ekonomi dan pembangunan.Kepala Lembang dipilih 
dari strata sosial tertinggi di masyarakat, biasanya mereka juga orang kaya 
dan berpendidikan.  Hal ini tidak terlepas  dari kebijakan  pemerintah Belanda 
sebelumnya yang memberi prioritas pada masyarakat strata atas mengecap 
pendidikan. 
 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Tata 
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian 
Kepala Lembang di Kabupaten Toraja Utara4, maka Pemilihan Kepala 
Lembang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat.Setelah didahului 
pencalonan oleh masyarakat menurut kriteria yang ditetapkan.Calon  Kepala 
Lembang harus memenuhi minimal 3 syarat utama yaitu:  bedasarkan 
keturunan (berasal dari strata atas), kekayaan, dan keterampilan/wawasan.  
Bandingan dengan syarat pembentukan lembang menurut draft Perda 2001, 
selain 3 syarat di atas syarat lainnya seperti: tingkat pendidikan, dan tidak 
                                                             
4Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, 
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang di Kabupaten Toraja Utara 
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pernah terlibat langsung atau tidak langsung organisasi terlarang.  
Sementara dalam pertemuan Masyarakat Adat se-Toraja, salah seorang 
peserta (tokoh adat) mengusulkan pemilihan kapala lembang ditambah 
syarat lainnya yaitu: bebas narkoba dan tidak main judi. Adanya tarik menarik 
dalam  penentuan kriteria  pemilihan kapala lembang sebenarnya tidak 
terlepas dari strata sosial yang masih kuat di masyarakat Toraja.  Sampai 
saat ini strata sosial terbawah tidak pernah menjadi  pimpinan di Toraja 
meskipun orang tersebut berpendidikan tinggi dan kaya. 
 Kepala Lembang sangat berwibawa di masyarakatnya,setiap upacara 
adat yang berlangsung di Lembang selalu dihadiri oleh Kepala Lembang 
serta aparatnya, mereka selalu duduk ditempat yang paling terhormat, karena 
mereka aparat pemerintahan dan berasal dari strata teratas.  Pada 
kesempatan itu biasanya Kepala Lembang menyampaikan berbagai program 
Lembang. 
 Posisi atau jabatan Kepala Lembang yang diberikan oleh masyarakat, 
merupakan suatu kehormatan karena dipercayai oleh masyarakat dan 
dianggap mampu bertanggungjawab untuk mengurus dan melindungi tanah, 
penduduk,keamanan, serta hubungan sosial dan sebagainya.Sebagai salah 
satu komponen penting dalam masyarakat Toraja, Kepala Lembang masih 
mendapat perhatian oleh masyarakat atau lebih diposisikan sebagai pemuka 
pendapat oleh masyarakat hingga saat ini.Hal tersebut terjadi karena Kepala 
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Lembang memiliki kedekatan dengan masyarakat secara interpersonal, 
sehingga bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Lembang 
mendapat perhatian khusus oleh masyarakatnya. 
 Keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh para politisi yang akan 
bertarung pada pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah untuk 
menarik dukungan, karena masyarakat senantiasa menunggu keputusan 
atau pendapat dari Kepala Lembang dalam menjatuhkan pilihan kepada 
salah satu kanidat. 
 Pemilihan kepala daerah secara langsung bukanlah hal yang asing 
bagi masyarakat Toraja Utara, karena tanggal 11 November 2010 telah 
dilaksanakan Pemilihan kepala daerah secara langsung Kabupaten Toraja 
Utara pasca pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Pelaksanaan 
pemilukada kabupaten Toraja Utara dilakukan dengan dua putaran,yakni 
putaran pertama pada tanggal 11 November 2010 dan putaran kedua pada 
11 Januari 2011. Berlangsungnya pemilukada perdana kabupaten Toraja 
Utara tahun 2011, dimana para kandidat bertarung untuk mendapatkan 
dukungan mayoritas dari masyarakat, namun pada kenyataannya tidak 
semua dari pasangan calon bupati yang memiliki kesempatan melaju pada 
putaran selanjutnya.  
Berdasarkan hasil pemilukada Toraja Utara putaran kedua dimana 
yang mendapat legitimasi dari rakyat Toraja Utara sebagai pemenang adalah 
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pasangan Frederik Batti Sorring dan Frederik Buntang Rombelayuk yang 
memperoleh total suara (56.428) dengan persentase (51,48%) dari total 
jumlah suarayang ditetapkan KPUD Toraja Utara sebanyak 109.605 suara 
sah. Berbagai bentuk kampanye dukungan merupakan suatu hal yang 
penting bagi para kandidat untuk mendapatkan suara rakyat. Kemenangan ini 
menjadi bukti dari dukungan berbagai pihak seperti yang berasal dari 
kalangan pengusaha yang secara terbuka mendukung pasangan ini dan 
pihak pihak yang memegang  peranan sentral dalam masyarakat, seperti 
kepala Lembang.  
 Pada tanggal 9 Desember 2015, telah diadakan Pemilihan Umum 
Kepala Daerah di Toraja Utara.Pada Pilkada Kabupaten Toraja Utara ada 
dua pasangan calon yang bersaing yaitu pasangan Kalatiku Paembonan- 
Yosia Rinto Kadang dan incumbent Fredderick B Sorring- Frederik B 
Rombelayuk. 
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara menetapkan 
pasangan calon nomor urut 1 yaitu DR. Kalatiku Paembonan,M.Si. dan Yosia 
Rinto Kadang, ST sebagai pasangan calon terpilih hasil Pemilihan Tahun 
2015. Penetapan tersebut berlangsung dalam Rapat Pleno terbuka 
penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015, 21 Maret 2015 
bertempat di Pango Pango Room, Misliana Hotel. Penetapan calon terpilih 
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dilaksanakan dengan memerhatikan hasil rekapitulasi penghitungan 
perolehan suara tingkat Kabupaten dimana pasangan calon nomor urut 1  
memperoleh suara terbanyak yaitu 71.120.5  
 Hasil rekaptulasi suara dari KPU Toraja Utara menunjukkan total 
jumlah pemilih sebanyak 178.172, total pengguna hak pilih 131.780,total 
suara sah 131.222, dan jumlah TPS sebanyak 524 TPS dengan jumlah 
perolehan suara nomor urut 1 sebanyak 71.120 suara dan nomor urut 2 
sebnayak 60.102 suara.6 
 Melihat pertarungan politik pada pelaksanaan Pemilukada Toraja 
Utara semua kandidat telah mempersiapkan strategi politiknya dalam 
memenangkan pemilu kepala daerah. Salah satunya dalam mendekati figur-
figur yang dianggap memegang peranan sentral dalam masyarakat, seperti 
Kepala Lembang.Adanya proses komunikasi dan penyampaian pesan-pesan 
politik tidak hanya menjadi bagian dari partai politik maupun tim sukses 
semata, melainkan pula bagaimana Kepala Lembang menyampaikan pesan-
pesan terhadap masyarakat melalui suatu bentuk khusus dan tersendiri untuk 
dapat meraih suatu bentuk dukungan politik masyarakat khususnya dalam 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Toraja Utara. 
                                                             
5 KPU-torajautarakab.go.id diakses pada tanggal 23/02/17 
6 KPU-torajautarakab.go.id diakses pada tanggal 23/02/17 
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 Faktor ketokohan dalam masyarakat, kerap menjadi suatu cara untuk 
mendongkrak popularitas pasangan kandidat. Dalam kultur masyarakat 
Toraja, ketokohan masih merupakan syarat utama menjadi seorang 
pemimpin yang dihormati pada masyarakat, dimana ketokohanya masih 
mempunyai pengaruh di tengah masyarakat. Inilah yang menjadi suatu 
peluang tersendiri bagi Kepala Lembang baik yang secara tidak langsung 
dapat memengaruhi masyarakat khususnya dalam proses politik. Oleh sebab 
itu, tidak heran bila semua pasangan kandidat dan tim sukses melakukan 
berbagai pendekatan dan strategi untuk mempengaruhi opini sang tokoh 
dalam hal ini Kepala Lembang, dengan harapan Kepala Lembang dapat 
menggunakan pengaruhnya untuk memilih sang kandidat.  
 Penulis tertarik mengangkat masalah ini, karena sistem pemerintahan 
di Toraja Utara masih menganut sistem desa adat sesuai dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten  Toraja Utara nomor 7 tahun 2014 tentang Penetapan 
Lembang, Penataan Lembang, dan Kewenangan Lembang pasal 1 ayat (8). 
Keunikan dari Lembang sendiri adalah selain sebagai kepala desa adat, 
Kepala Lembang juga sebagai ketua hakim adat pendamai di wilayah 
pemerintahannya. Yang dimaksud dengan adat pendamai adalah 
sekelompok tokoh-tokoh masyarakat yang berfungsi untuk memutuskan 
perselisihan warga, misalnya tentang masalah tanah, warisan, dan 
perselisihan yang menyangkut tentang adat baik adat rambu tuka’( acara 
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yang berkaitan dengan syukuran) maupun rambu solo’ ( acara yang berkaitan 
dengan kedukaan). 
 Meskipun masyarakat Toraja sudah mengenal modernisasi, namun 
tradisi atau kebiasaan leluhur mereka tetap dipertahankan. Salah satu pilar 
dalam menjalankan tradisi-tradisi leluhur (tata pemerintahan), masyarakat 
selain meminta pendapat kepada tokoh-tokoh adat (to parengnge’) tetap 
meminta pendapat dari Kepala Lembang. 
 Melihat fenomena diatas penulis tertarik untuk mengkaji sebuah 
penelitan tentang “ Peran Kepala Lembang atas Kemenangan Kalatiku 
Paembonan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah  Kabupaten Toraja 
Utara tahun 2015 ’’. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah 
yang menjadi fokus penelitan adalah sebagai berikut : 
Bagaimana peran Kepala Lembang dalam kemenangan Kalatiku 




1.3 Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran 
Kepala Lembang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah  Kabupaten Toraja 
Utara tahun 2015.  
1.4 Manfaat Penelitian 
 1.4.1 Manfaat Akademik 
a. Menunjukkan secara ilmiah peran Kepala Lembang atas 
terpilihnya Kalatiku Paembonan pada Pemilu 2015 Kabupaten 
Toraja Utara. 
b.   Memperkaya khasanah kajian ilmu Politik untuk perkembangan 
keilmuan, khususnya politik kontemporer. 
1.4. 2  Manfaat Praktis 
a. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat 
dalam memahami realitas partai politik dan pemilu. 
b. Hasil penelitian ini nantinya juga dharapkan dapat menjadi 
rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian serupa di tempat 
lain. 
c. Menambah wawasan dan pengalaman. 







 Sehubungan dengan pembahasan sebelumnya, bab ini akan lebih 
memperjelas mengenai aspek teoritis. Bab ini bermaksud untuk menjelaskan 
mengenai konsep dan teori yang berhubungan dengan pokok bahasan serta 
yang berkaitan dengan penelitian iniyang meliputi pengertian konsep 
peran,konsep patron klien, teori aktor, kerangka pemikiran, dan terakhir 
skema kerangka pikir. 
2.1 Konsep Peran 
 Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial 
yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran 
dalam kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial 
adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang 
untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan 
bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa 
perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor 




 Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peran adalah pemain dan 
peranan adalah bagian yang dimainkan seorang pemain. Peran adalah orang 
yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah 
yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat” 
 Menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada 
skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana 
peran setiap orang dalam pergaulannya. Dalam skenario itu sudah `tertulis” 
seorang presiden harus bagaimana, seorang gubernur harus bagaimana, 
seorang guru harus bagaimana, murid harus bagaimana. Demikian juga 
sudah tertulis peran apa yang harus dilakukan oleh suami, isteri, ayah, ibu, 
anak, mantu, mertua dan seterusnya. Menurut teori ini, jika seseorang 
mematuhi skenario, maka hidupnya akan harmoni, tetapi jika menyalahi 
skenario, maka ia akan dicemooh oleh penonton dan ditegur sutradara. 
Dalam era reformasi sekarang ini nampak sekali pemimpin yang menyalahi 
skenario sehingga sering didemo publik.7 
 Menurut Horton dan Hunt peran (role) adalah perilaku yang 
diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang 
tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton dinamakan perangkat 
                                                             




peran (role set). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang 
disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (nature) dari peran-
peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya 
yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang 
berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (reward) 
terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga 
setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang 
diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang 
dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang 
sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. 
Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena 
beberapa alasan.Sedangkan, Abu Ahmadi mendefinisikan peran sebagai 
suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus 
bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi 
sosialnya.8. Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi 
aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh 
budaya.Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan 
                                                             




pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya 
sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, 
diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. 
Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang 
dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati 
pasien yang datang kepadanya. Perilaku ditentukan oleh peran sosial. 
Kemudian, sosiolog yang bernama Glen Elder membantu memperluas 
penggunaan teori peran. Pendekatannya yang dinamakan “life-course” 
memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap 
anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-
kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Contohnya, sebagian 
besar warga Amerika Serikat akan menjadi murid sekolah ketika berusia 
empat atau lima tahun, menjadi peserta pemilu pada usia delapan belas 
tahun, bekerja pada usia tujuh belah tahun, mempunyai istri/suami pada usia 
dua puluh tujuh, pensiun pada usia enam puluh tahun. 
 Dalam kaitannya dengan peran yang harus dilakukan, tidak semuanya 
mampu untuk menjalankan peran yang melekat dalam dirinya. Oleh karena 
itu, tidak jarang terjadi kekurangberhasilan dalam menjalankan perannya. 
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Dalam ilmu sosial, ketidakberhasilan ini terwujud dalam role conflict dan role 
strain. 
1. Role Conflict 
 Setiap orang memainkan sejumlah peran yang berbeda, dan kadang-
kadang peran-peran tersebut membawa harapan-harapan yang 
bertentangan.Konflik peran (role conflict) sering terjadi pada orang yang 
memegang sejumlah peran yang berbeda macamnya, kalau peran-peran itu 
mempunyai pola kelakuan yang saling berlawanan meski subjek atau 
sasaran yang dituju sama. Dengan kata lain, bentrokan peranan terjadi kalau 
untuk menaati suatu pola, seseorang harus melanggar pola lain. Setidaknya 
ada dua macam konflik peran.Yakni, konflik antara berbagai peran yang 
berbeda, dan konflik dalam satu peran tunggal.Pertama, satu atau lebih 
peran (apakah itu peran independen atau bagian-bagian dari seperangkat 
peran) mungkin menimbulkan kewajiban-kewajiban yang bertentangan bagi 
seseorang.Kedua, dalam peran tunggal mungkin ada konflik inheren. 
 
2. Role Strain 
 Adanya harapan-harapan yang bertentangan dalam satu peran yang 
sama ini dinamakan role strain. Satu hal yang menyebabkan terjadinya role 
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strain adalah karena peran apapun sering menuntut adanya interaksi dengan 
berbagai status lain yang berbeda. Sampai tingkatan tertentu, masing-masing 
interaksi ini merumuskan peran yang berbeda, karena membawa harapan-
harapan yang berbeda pula. Maka, apa yang tampak sebagai satu peran 
tunggal mungkin dalam sejumlah aspek sebenarnya adalah beberapa peran. 
Misalnya, status sebagai karyawan bagian pemasaran (sales) eceran di 
sebuah perusahaan, dalam arti tertentu sebenarnya membawa beberapa 
peran: sebagai bawahan (terhadap atasan di perusahaan itu), sebagai 
sesama pekerja (terhadap karyawan-karyawan lain di perusahaan itu), dan 
sebagai penjual (terhadap konsumen dan masyarakat yang ditawari produk 
perusahaan tersebut). 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan 
peran yang harus dilakukan, yaitu : 
a. Kejelasan perilaku dan pengetahuan yang sesuai dengan peran  
b. Konsistensi respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan  
c. Kesesuaian dan keseimbangan antar peran yang diemban 
d. Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran 





2.2 Konsep Patron Klien 
  Istilah “patron” berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara 
etimologis berarti “seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, 
wewenang dan pengaruh”9. Sedangkan “klien” berarti “bawahan” atau orang 
yang diperintah dan yang disuruh. Selanjutnya, pola hubungan patron-klien 
merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak 
sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga 
menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior), dan patron 
dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior). Atau dapat pula diartikan 
bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-
kliennya10 
                                                             
9 Usman, Sunyoto. 2004. Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodologi. Yogyakarta: Center for Indonesian Research and 
Development (CIReD). Cetakan Pertama. 
10James C. Scott, Moral Ekonomi Petani, (Jakarta: LP3S, 1983), Cetakan Kedua, hlm. 41. Juga dalam: David Jarry 




Salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia adalah 
kecenderungan pembentukan pola hubungan patronage, bak dikalangan 
penguasa maupun masyarakat yang didasarkan atas patronage, atau yang 
oleh James Scott disebut dengan pola hubungan patron-client. 
Pola hubungan dalam konteks ini bersifat individual. Antara dua 
individu, yaitu patron dan si client., terjadi interaksi yang bersifat resipokral 
atau timbale balik dengan mempertukarkan sumber daya ( exchange of 
resources) yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Si patron memiliki 
sumber daya berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan, perlindungan, 
perhatian, dan rasa saing yang tidak jarang pula sumber daya yang berupa 
materi( harta kekayaan,tanah garapan, dan uang). Sementara client memiliki 
sumber daya berupa tenaga, dukungan dan loyalitas. Pola hubungan 
tersebut akan tetap terpelihara selama masng masing pihak tetap memiliki 
sumber daya tersebut.11 
Pola hubungan patron klien di Indonesia terjadi bukan hanya pada 
bidangekonomi semata, tetapi juga terjadi dan digunakan pada bidang-
bidang yang lain, sepert bidang politik, khususnya pada momentum pemilihan 
umum, bak pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilu legiislatif, maupun 
pada pemilu kepala daerah.Lazimnya seluruh rangkaian pemilu, segala daya 
                                                             
11Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006: 109 
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dan upaya berusaha dilakukan orang untuk mendapatkan simpati dan 
dukungan, termasuk dalam jaringan patron klien. 
Secara umum hubungan patron klien bisa digolongkan sebagai (patron 
atau pemimpin) dengan sejumlah bawahan (klien, pelayan atau pengikut), 
berdasarkan pertukaran pelayanan asimetris, dimana secara de facto patron 
bergantung kepada para klien yang member pelayanan secara cuma-cuma 
yang bias mencakup kewajiban secara ekonomi, tugas-tugas berupah atau 
tidak, menjadi prajurit perang, dukungan politik, dan pelayanan lainnya, 
diimbangi dengan peran patron untuk menjadi figure pemimpin bagi semua 
klien dan pemberian bantuan termasuk pinjaman uang, dan perlindungan 
yang disediakan sang patron jika diperlukan.12 
Istilah patron berasal dari bahasa latin pater yang berarti bapak, istilah 
tersebut kemudan berubah menjadi patris, dan patronis yang bermakna 
seorang bangsawan (patricus) yang dianggap menjadi pelindung bagi rakyat 
jelata yang menjadi pengikutnya.13 Sementara klien bermakna pengikut. 
Mereka ini sejak awal adalah orang-orang yang merdeka atau merupakan 
bekas seorang budak yang dimerdekakan. Sebagai seorang pengikut, 
keberadaan sang klien memang banyak menggantungkan diri pada patron, 
bahakan kadang menggunakan paham sang patron. Ketergantungan klien 
                                                             
12Christian Pelras dalam Roger Tol, Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan, Makassar, Penerbit 
Ininnawa,2009:21-22 
13Ng. Philpus, Dkk. 2009.Sosiologi dan Politik. Jakarta : Rajawali Press 
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pada patron tersebut terjadi karena memang pada dasarnya pola hubungan 
tersebut terjadi pada kelas sosial yang tidak setara dan lebih disebabkan 
pada pola pertukaran jasa dimana ketergantungan klien pada patron di 
imbangi oleh perlindungan patron pada kliennya. James Scott menjelaskan 
bahwa pola hubungan kelas sosial yang lebih tinggi menggunakan 
pengaruhnya terhadap kelas sosial yang lebih rendah yang nantinyaibalan 
yang diberikan sang klien terhadap patron bias berebentuk imbalan atau 
dukungan termasuk pelayanan.14 
Sejauh ini, pola komunikasi tradisional masih menjadi pilihan strategi 
dominan oleh para kandidat dan tim sukses. Kepala Lembang merupakan 
sasaran kampanye paling strategis., dimana adanya hubungan psikologis 
dan merupakan perilaku pemilih yang masih menjunjung tinggi nilai adat yang 
tersistem dari dulu. Tokoh masyarakat memegang fungsi yang sentral dalam 
setiap sistem kemasyararakatan dan mempunyai peranan yang sangat 
dominan dalam mempengaruhi masyarakatnya sehingga bisa menggerakkan 
massa. Sebab kemampuan untuk merangkul dan memobilisir massa adalah 
faktor penting dalam kehidupan politik.  
Mengangkat isu primordialisme pada masyarakat yang mudah sekali 
dibangkitkan/ditumbuhkan untuk berbagai kepentingan dan tujuan khususnya 
dalam menarik simpati dari masyarakat. Diasumsikan bahwa peluang untuk 
                                                             
14Ng. Philpus, Dkk. 2009.Sosiologi dan Politik. Jakarta : Rajawali Press 
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pertukaran ini secara langsung berkaitan dengan struktur jaringan, aktor 
secara rasional mengejar maksimalisasi kepentingan diri (self interest) dalam 
bentuk apapun sehingga akan bervariasi dalam peluang mereka untuk 
bertukar keuntungan dan karenanya akan bervariasi pula kemampuannya 
untuk mengontrol atau mengakumulasi profit. Misalnya, antara pasangan 
calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Toraja Utara Tahun 2015 dengan 
kekuatan politik.. Apa-apa yang dipertukarkan kurang penting dalam 
pendekatan ini jika dibandingkan dengan berbagai ukuran, bentuk, dan 
koneksi dari jaringan dimana pertukaran itu terjadi.  
Premis dasarnya adalah bahwa semakin besar peluang aktor untuk 
melakukan pertukaran, semakin besar kekuasaan si aktor. Pendukungnya 
yang di dalamnya termasuk dari kalangan elit partai politk, tokoh masyarakat 
(pemuka agama dan pemuka adat) ataupun dari kalangan birokrasi yang 
melakukan tawar-menawar kepentingan. Elit politik dapat memanfaatkan 
sumber daya yang dimilikinya untuk dipertukarkan. Sebaliknya, yang akan 
didapatkan berupa bantuan materil atau berupa posisi jabatan dalam 
pemerintahan nantinya. 
Berkaitan dengan hal ini, Legg juga mengemukakan ada 3 syarat 
terbentuknya ikatan patron klien yaitu: 
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1. Para sekutu (partners) menguasai sumber-sumber yang tidak 
dapat dperbandngkan ( noncomparable resources); 
2. Hubungan tersebut “mempribadi” ( personalized); 
3. Keputusan untuk mengadakan pertukaran didasarkan pada 
pengertian saling menguntungkan dan timbal balik (mutual 
benefit and reciprocity). 
 Meski hubungan patron klien merupakan hubungan timbal balik, Wolf 
mengatakan bahwa hubungan patron klien berbeda dengan kekerabatan, 
karena kekerabatan merupakan hasil sosialisasi yang didalamnya terkandung 
rasa saling percaya untuk mencapai tujuan, sedangkan hubungan patron 
klien bersifat persahabatan instrumental dan relasi terjadi karena tiap pihak 
saling mempunyai kepentingan.15 
 
2.3 Teori Aktor 
Aktor berasal dari kata kerja bahasa Latin agree, yang berarti “berbuat, 
melakukan”; orang yang menumbuhkan, orang yang meletakkan dasar, 
perintis, pencipta, pengarang.Auctor merupakan asal-usul untuk kata Inggris 
“author” yang kita kenal dalam arti “pengarang” atau “penulis”. Aktor 
mempunyai arti lebih luas; pembuat atau pelaku.Aktor politik berarti pelaku 
                                                             
15Jurnal Kekuasan Patrimonial Politik Lokal; Analisis Relasi Patron-Klien, Volume 7,Nomor 2, Juni 2015 
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yang mempunyai kekuasan dalam sistem politik.Berbicara mengenai politik 
tidak terlepas dari para aktor. Aktor didefinisikan sebagai mereka yang 
berhubungan dengan, atau memiliki posisi penting. Aktor politik adalah 
manusia terpilih (the chosen people). Mereka adalah pribadi unggul yang 
mempunyai hati nurani, kecerdasan, dan kedewasaan yang akan 
membimbing warga negaranya menjadi lebih maju dan mandiri. Aktor 
berkaitan dengan seberapa besar kekuasaan seseorang berpengaruh pada 
pembuatan kebijakan pemerintah. Disini peran aktor adalah bagaimana 
mempengaruhi proses pembuatan kebijakan agar kebijakan tersebut 
berpihak pada kepentingan aktor dan bukan kepentingan publik.  
Setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang 
mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada 
kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau 
pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik. Mereka yang 
dikenal sebagai aktor. Aktor merupakan orang-orang yang berhasil, yang 
mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. 
Masyarakat terdiri dari 2 kelas:  
1. Lapisan atas, yaitu aktor yang terbagi ke dalam aktor yang 
memerintah dan aktor yang tidak memerintah (non-governing 
elite),  
2. Lapisan yang lebih rendah, yaitu non-aktor. 
26 
 
 Pareto sendiri lebih memusatkan perhatiannya pada aktor yang 
memerintah.16 Salah satu aspek yang dikaji dalam sistem politik atau 
kehidupan bernegara adalah masyarakat. Masyarakat dibagi atas dua kelas 
yaitu Kelas Masyarakat Aktor dan Kelas Masyarakat Non- Aktor atau 
masyarakat pada umumnya.Kelas Masyarakat Aktor dibedakan atas aktor 
yang berkuasa dan aktor yang tidak berkuasa. Laswell menjelaskan, aktor 
mencakup individu pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik.Aktor 
mencapai kedudukan dominan dalam sistem politik dan kehidupan 
masyarakat.Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan.17 Henri 
Comte memberikan pandangan dasar fundamental dari pendekatan aktor 
adalah masyarakat dianggap sebagai suatu piramida dimana yang duduk 
dipuncaknya disebut aktor. Kelompok aktor adalah suatu fenomena yang 
abadi akan selalu lahir dan tidak mungkin tidak ada dalam suatu masyarakat. 
Sedangkan menurut Gaetano Mosca, aktor merupakan kelompok kecil dari 
warga negara yang berkuasa dalam sistem politik. Penguasa ini memiliki 
kewenangan yang luas untuk mendinamiskan struktur dan fungsi sebuah 
sistem politik. 
                                                             
16SP. Parma, Teori Politik Modern, 2007.Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal. 200 
17http://www.taushiyah.com/?p=345, diakses pada tanggal 24/02/17 
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Secara operasional para aktor atau penguasa mendominasi segi 
kehidupan dalam sistem politik. Penentuan kebijakan sangat ditentukan oleh 
kelompok aktor politik.18 
Dalam mengidentifikasi siapa yang termasuk dalam kategori aktor 
politik, maka terdapat tiga metode, yakni ; 
1. Metode Posisi, aktor politik adalah mereka yang menduduki posisi 
atau jabatan strategis dalam sistem politik. Jabatan strategis yaitu 
dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama 
Negara. Aktor ini jumlahnya ratusan mencakup para pemegang 
jabatan tinggi dalam pemerintahan, parpol, kelompok kepentingan. 
Para elite politik ini setiap hari membuat keputusan penting untuk 
melayani berjuta-juta rakyat. 
2. Metode Reputasi, aktor politik ditentukan bedasarkan reputasi dan 
kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan 
kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak 
kehidupan masyarakat. 
3. Metode Pengaruh, aktor politik adalah orang-orang yang mempunyai 
pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini memiliki 
kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan 
pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan 
                                                             
18http://biarhappy.wordpress.com/2011/04/11/teori-elite-politik/, diakses pada tanggal24/02/17 
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mentaati para elit politik. Oleh karena itu orang yang berpengaruh 
dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai elite politik. 
 Ketiga metode penentuan aktor tersebut diakui dan dianut oleh 
berbagai Negara.Namun ada Negara yang dominan menggunakan metode 
posisi atau metode reputasi.Di samping itu ada juga Negara yang 
mengkombinasikan ketiga metode tersebut untuk memperoleh hasil yang 
sesuai dalam mengkategorikan mereka yang tergolong sebagai elit politik. 
 
2.4Kerangka Pikir 
 Peran sebagai perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang 
menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam 
kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah 
seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk 
menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa 
orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku 
individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. 
Teater adalah metafora sering digunakan untuk menggambarkan teori peran. 
 Lembang merupakan salah satu unsur  pemerintahan yang menganut 
teori peran. Lembang menjadi salah satu unsur penting dalam masyarakat 
Toraja Utara karena lembang merupakan pemerintah desa yang turut 
berperan dalam mensejahterakan masyarakatnya. Salah satu bukti peran 
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Lembang yaitu dimana Kepala Lembang  memiliki perhatian yang khusus 
terhadap masyarakat agar mereka ikut berpartisipasi dalam Pilkada. 



















KEMENANGAN KALATIKU PAEMBONAN PADA 





  Dalam bab ini, penulis akan menguraikan beberapa aspek dalam 
metode penelitian, diantaranya Lokasi dan Objek Penelitian, Tipe dan Dasar 
Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa 
Data. Kelima hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut.  
3.1 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Toraja Utara yang 
beribukotakan Rantepao.Kabupaten Toraja Utara merupakan kabupaten 
baru di Sulawesi Selatan hasil pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. 
Penelitian ini dilakukan di Toraja Utara karena di Toraja berbeda dengan 
daerah lainnya yang menyebut kepala Desa dengan Kepala Lembang yang 
merupakan tokoh yang berpengaruh di tengah masyarakat dan Toraja Utara 
juga merupakan Kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Tana 
Toraja dan sesuai dengan judul yang diangkat penulis yaitu Peran Kepala 
Lembang atas kemenangan Kalatiku Paembonan pada Pemilu Kabupaten 




3.2  Tipe dan dasar Penelitian  
  Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang akan 
diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat. 
Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status 
suatu gejala sosial yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya 
pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif adalah untuk membuat 
penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang 
ada. Namun demikian, dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang 
situasi atau kejadian yang sudah berlangsung, sebuah penelitian deskriptif 
juga dirancang untuk membuat komparasi untuk mengetahui hubungan atas 
satu variabel kepada variabel lain. Penelitian yang dilakukan akan 
memberikan gambaran mengenai pengaruh Kepala Lembang atas 
kemenangan Kalatiku Paembonan pada Pemilukada Toraja Utara tahun 
2015. 
 Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana kajiannya 
merupakan fenomena empirik di lapangan yang meliputi berbagai hal 
pengumpulan data lapangan, seperti life history, pengalaman pribadi, 
wawancara dengan informan terkait.19 Metode kualitatif memiliki beberapa 
perspektif teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam 
terhadap gejala yang terjadi, dikarenakan kajiannya adalah fenomena 
                                                             
19Denzin dan Lincoln (1994:1-3)dalam “Metode, Teori, Teknik, Penelitian Kebudayaan hal.86 
32 
 
masyarakat yang selalu mengalami perubahan (dinamis), yang sulit diukur 
dengan menggunakan angka-angka. Penelitian ini membutuhkan analisa 
yang lebih mendalam dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat 
bergantung pada kuantifikasi data. Penelitian ini mencoba memahami apa 
yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap suatu fenomena. 
 Pengumpulan data pada penelitian ini tidak bersifat kaku akan tetapi 
senantiasa disesuaikan dengan keadaan atau fenomena di lapangan. 
Dengan demikian hubungan antara peneliti dengan apa yang diteliti tidak 
dapat dipisahkan. Validitas data sangat ditentukan oleh penelitinya, oleh 
karena itu dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk selalu cermat, tanggap 
dan mampu memberi makna fenomena yang terjadi di lapangan dengan 
karakteristik tersebut. 
 
3.3  Sumber Data Penelitan  
 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa:  
3.3.1 Data Primer  
 Data primer dikumpulkan melalui studi lapangan yang akan diperoleh 
dari narasumber dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan 
secara mendalam.20 Dalam pelaksanaan teknik ini penulis mengumpulkan 
data meialui komunikasi langsung dengan para informan. Dalam hal ini 
                                                             
20Cholid Narbuko dan Abu Achamadi. 2003. Metodologi Penelitian. Bumi Aksara, Jakarta hal 83 
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kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam membangun kekuatan-
kekuatan politik pada penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Toraja 
Utara. 
 
3.3.2  Data Sekunder 
 Data sekunder yaitu data yang akan diperoleh dari studi kepustakaan 
dengan cara membaca buku, literatur-literatur, serta informasi tertulis lainnya 
yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Selain itu terdapat situs-situs 
atau website yang diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat. Data 
sekunder dimaksudkan sebagai data-data penunjang untuk melengkapi 
penelitian ini. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, 
yaitu : 
3.4.1 Wawancara Mendalam (interview) 
 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang 
dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang 
diwawancarai yang memberikan jawaban.21 Teknik wawancara yang 
digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Proses 
                                                             
21Lexy J.Moleong, Metodologipenelitian knalitatif, Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2005, Hal. 186 
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memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 
sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang 
diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 
wawancara. Peneliti akan secara langsung melakukan wawancara dengan 
Informan, yaitu orang yang dianggap paham dan mengetahui masalah yang 
akan diteliti dengan menggunakan daftar pertanyaan mendalam. Informan 
yang dipilih untuk diwawancarai secara mendalam pada pengumpulan data 
tersebut yaitu : 
a. Kalatiku Paembonan, selaku Bupati Toraja Utara yang terpilih pada 
Pemilukada Toraja Utara 2015  
b. Tim Sukses yaitu Bapak Bangkit Salurante  
c. Kepala Lembang Tallulolo Kecamatan Kesu’, Kepala Lembang 
Nonongan Kecamatan Sopai.  
d. Budayawan yaitu Bapak Layuk Sarungallo 
e. Masyarakat Lembang Talluolo, dan Masyarakat Lembang Nonongan 
 
3.4.2 Dokumen/Arsip 
  Teknik ini merupakan cara pengumpulan dokumen atau arsip yang 
berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yang merupakan sumber 
penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen 
tertulis yang diperoleh dari media cetak dan media elektronik (internet), 
gambar atau foto literatur-literatur mengenai hasil pemilukada di kabupaten 
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Toraja Utara, tulisan-tulisan ilmiah yang juga merupakan dokumen penting 
yang telah ditelusuri untuk memperkaya data yang telah dikumpulkan dalam 
penelitian ini. 
 
4.1 Teknik Analisis Data  
  Analisis data merupakan kajian objektif dari hasil yang didapatkan di 
lapangan dan dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan proses 
pengumpulan data secara terus menerus. Sebelum memasuki tahapan 
teknis dalam menganalisa data, perlu dijelaskan tentang triangulasi data, 
yaitu proses mengkombinasikan hasil yang didapatkan dilapangan pada saat 
melakukan penelitian dan digabung dengan kemampuan peneliti dalam 
mengkaji data yang berhasil didapatkan dilapangan secara objektif serta 
memakai teori-teori yang dianggap mampu menjadi pedoman dalam 
melakukan analisis terhadap permasalahan. 
  Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif (grounded). 
Penulis membangun kesimpulan penelitiannya dengan cara 
mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkan dari lapangan. 
Kemudian mencari pola-pola yang terdapat dalam data tersebut. 
Analisis data dalam penelitian kualitatif tidak perlu menungguh sampai proses 
pengumpulan data selesai dilaksanakan. Analisis data dilaksanakan secara 
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pararel pada saat proses pengumpulan data, dan dianggap selesai manakala 
peneliti merasa telah mencapai titik jenuh profil data dan telah menemukan 
pola aturan yang dicari. Jadi analisis data adalah proses menyederhanakan 
data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian 
data kualitatif ada teknik-teknik dalam melakukan analisis meskipun tidak ada 
panduan baku untuk melakukan analisis data, namun secara umum dalam 
teknik analisis data terdapat komponen-komponen yang selalu ada seperti 
pengumpulan data, kategori data, dan kesimpulan akhir.  
Penelitian data sebagai komponen dalam teknik analisis data dalam 
penelitian kualitatif merupakan tahapan yang penting karena berkaitan 
dengan fokus dalam suatu penelitian. Pada tahapan pengumpulan data alat 
bantu yang di perlukan berupa tape, recorder, kamera yang dapat digunakan 
untuk mengumpulkan data-data dari hasil wawancara. Pada tahapan 
wawancara penulis harus mampu memilah data yang relevan dengan fokus 
penelitian dan menyederhanakan data yang dikumpulkan dengan cara 
mengikat konsep-konsep atau kata kunci sehingga memudahkan penulis 
untuk menganalisis data. Pada tahapan selanjutnya adalah kesimpulan akhir  
dimana data yang telah dikumpulkan melalui tahapan wawancara dan 
penyederhanaan data akan diolah menjadi bentuk penelitian deskriptif 
kualitatif sehingga tidak perlu lagi ada penambahan data baru karena data 
yang diperlukan sudah cukup dan apabila ada penambahan data baru hanya 




GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
Pada bab ini akan dibahas secara umum tentang wilayah daerah 
kabupaten Toraja Utara serta keadaan umum institusi dan lembaga terkait 
dengan penelitian ini. Terlebih dahulu akan digambarkan mengenai 
keadaan umum Kabupaten Toraja Utara dan lembaga atau instansi tempat 
penelitian dilaksanakan.  
 
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara 
Toraja Utara merupakan kabupaten baru yang terbentuk dari 
pemekaran Kabupaten Tana Toraja dan berada dalam ruang lingkup 
daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang beribukota di Rantepao. 
Kabupaten Toraja Utara juga dikenal dengan istilah “Bumi Pahlawan 
Pongtiku’’ dengan semboyan ( misa’ kada dipotuo pantan kada dipomate) 
yang berarti bersatu kita teguh bercerai kita mati.  
Toraja Utara merupakan salah satu tujuan wisata dari Provinsi 
Sulawesi Selatan yang cukup populer. Selain dikenal dengan wisata 
alamnya seperti yang terdapat di Londa, Ke’te Kesu’, Suaya, Baruppu, 
Tondon-Nanggala, Batutumonga, Sa’dan dan lain-lain, juga terkenal 
dengan wisata budayanya seperti ritual Rambu Tuka’ (upacara syukuran 
atas keberhasilan terhadap sesuatu seperti panen, rumah baru, dan lain 
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sebagainya) dan Rambu Solo’ (upacara kedukaan) serta rumah adat 
Tongkonan dengan berbagai hiasan ukiran dan coraknya yang dinamis. 
Kabupaten Toraja Utara sebagai daerah berudara sejuk dan pegunungan. 
Toraja Utara terletak diantara 2° - 3° Lintang Selatan dan  119° - 
120° Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan 
Kabupaten Mamuju di sebelah utara dan Kabupaten Tana Toraja dan 
Kabupaten Pinrang di sebelah selatan, serta pada sebelah timur dan barat 
masing-masing berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Propinsi 
Sulawesi Barat. 
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Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara tercatat 1.151,47 km persegi 
yang meliputi 21 Kecamatan. Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Buntu 
Pepasan merupakan 2 Kecamatan terluas dengan luas masing-masing 
162,17 km persegi dan 131,72 km persegi atau luas kedua kecamatan 
tersebut merupakan 25,52 persen dari seluruh wilayah Toraja Utara. 
Berikut ini adalah tabel luas daerah dan persentase luas terhadap luas 
kabupaten, dirinci per kecamatan di kabupaten Toraja Utara : 
 
Tabel 1 
Luas Daerah dan Persentase Luas Terhadap Luas Kabupaten, Dirinci 






Total Area (square.km) 
Presentase 
Percentage 
1 2 3 4 
1 Sopai 47,64 4,14 
2 Kesu’ 26,00 2,26 
3 Sanggalangi 39,00 3,39 
4 Buntao 49’50 4,30 
5 Rantebua 84,84 7,37 
6 Nanggala 68,00 5’91 
7 Tondon 36,00 3’13 
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1 2 3 4 
8 Tallunglipu 9,42 0,82 
9 Rantepao 10,29 0,89 
10 Tikala 23,44 2,04 
11 Sesean 40,05 3,48 
12 Balusu 46,5 14,0 
13 Sa’dan 80,49 6,99 
14 Bangkele Kila 21,00 1,82 
15 Sesean Suloara 21,68 1,88 
16 Kapala pitu 47,27 4,11 
17 Dende Piongan Napo 77,49 6,73 
18 Awan Rante Karua 54,71 4,75 
19 Rinding Allo 74,25 6,45 
20 Buntu Pepasan 131,72 11,44 
21 Baruppu 162,17 14,08 
Jumlah / Total 2014 1.151,47 100,00 
Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 
 
Kabupaten Toraja Utara dilewati oleh salah satu sungai terpanjang 
yang terdapat di Propinsi Sulawesi Selatan, yaitu sungai Saddang. Jarak 
ibukota Kabupaten Toraja Utara dengan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan 
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mencapai 329 km yang melalui Kabuapten Tana Toraja, Kabupaten 
Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Parepare, Kabupaten Barru, 
Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros dengan menggunakan sarana 
transportasi darat untuk menjangkau bumi Lakipadada ini. Selain itu 
daerah ini pula dapat dijangkau dengan transportasi udara melalui 
Bandara Udara Pongtiku dari Bandara Udara Hasanuddin yang saat ini 
berada di bawah otoritas Kota Makasssar dan Kabupaten Maros. 
 
4.1.1 Kondisi Penduduk  
Penduduk Kabupaten Toraja Utara berdasarkan hasil Susenas akhir 
tahun 2014 berjumlah 225.516 jiwa yang tersebar di 21 Kecamatan, 
dengan jumlah penduduk tertinggi yakni 26.6355 jiwa mendiami 
Kecamatan Rantepao dan jumlah penduduk terendah berada di Bangkele 
Kila. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 
lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan, yang 
masing-masing 113.291 jiwa penduduk laki-laki dan 112.225  jiwa 
penduduk perempuan. Kondisi kepatan penduduk Toraja Utara dapat 



















1 2 3 4 5 
1 Sopai 6.870 6.678 13.548 
2 Kesu 8.093 8.074 16.167 
3 Sanggalangi 5.804 5.789 11.593 
4 Buntao 4.705 4.552 9.257 
5 Rantebua 4.061 3.828 7.889 
6 Nanggala 4.903 4.675 9.578 
7 Tondon 5.040 4.795 9.835 
8 Tallunglipu 9.461 9.373 18.834 
9 Rantepao 12.927 13.708 26.635 
10 Tikala 5.388 5.333 10.721 
11 Sesean 5.684 5.638 11.322 
12 Balusu 3.455 3.577 7.022 
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1 2 3 4 5 
13 Sa’dan 7.773 7.763 15.536 
14 Bangkele kila 2.621 2.713 5.334 
15 Sesean Suloara 3.321 3.158 6.479 
16 Kapala Pitu 3.178 3.102 6.280 
17 Dende Piongan 
Napo 
4.252 4.016 8.268 
18 Awan Rante Karua 2.742 2.668 5.410 
19 Rinding Allo 3.852 3.657 7.509 
20 Buntu Pepasan 6.315 6.402 12.717 
21 Baruppu 2.856 2.726 5.582 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014  
Populasi penduduk Kabupaten Toraja Utara mayoritas berpendidikan 
SLTP, SLTA dan untuk Pendidikan Tingkat Diploma dan Sarjana masuk 
dalam skala mayoritas sebab banyak yang melanjutkan studi ke perguruan 
tinggi. 
 Kepercayaan religius sebagian besar menganut agama Kristen 
Protestan, Katolik, Islam, dan Hindu.  Walaupun penduduk Kabupaten 
Toraja Utara memiliki empat jenis agama dan mayoritas beragama Kristen 
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namun hubungan religius dan sosial antar penduduk tidak menjadi 
masalah. Bahkan penduduk masyarakatnya terkenal sebagai salah satu 
masyarakat yang pola hidup kerukunan antar umat beragama menjadi 
contoh di Indonesia.  
 
4.1.2 Kondisi Politik dan Pemerintahan 
Kabupaten Toraja Utara terkonsep dalam satu teritorial dengan 
palsafah yakni ’’ tondok lepongan bulan tana matari allo’’ secara harafiah 
berarti " negeri yang bulat seperti bulan dan matahari". Nama ini 
mempunyai latar belakang yang bermakna, persekutuan negeri sebagai 
satu kesatuan yang bulat dari berbagai daerah adat. Ini dikarenakan Tana 
Toraja tidak pernah diperintah oleh seorang penguasa tunggal, tetapi 
wilayah daerahnya terdiri dari kelompok adat yang diperintah oleh masing-
masing pemangku adat dan ada sekitar 32 pemangku adat di Toraja. 
Dalam suatu daerah perlu pembagian wewenang, tugas dan 
kekuasaan untuk saling menunjang dalam membangun roda pemerintahan 
dan segala bidang yang ada. Masyarakat dan pemerintah harus sinergitas 
dan saling mendukung. Secara administratif pemerintahan Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Menaungi 21 Kecamatan.  
Kabupaten Toraja Utara pertama kali dipimpin oleh Drs. Y.S. Dalipang 
setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri sebagai pejabat sementara Bupati 
Toraja Utara di Lapangan Bhakti Rantepao pada tanggal 26 November 2008. 
45 
 
Lalu pada tanggal 11 November 2010, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul 
Yasin Limpo, melantik Caretaker Bupati Toraja Utara yang baru, yaitu Drs. 
Tautoto Tanaranggina, SH. Pada tanggal 31 Maret 2011, kabupaten Toraja 
Utara memiliki bupati dan wakil bupati definitif pertama yaitu pasangan 
Frederik Batti Sorring. Dan kemudian pada tanggal 21 Maret 2015 pasangan 
Kalatiku Paembonan- Yosia Rinto Kadang ditetapkan menjadi Buapati dan 
Wakil Bupati Toraja Utara periode 2016 – 2021. 
4.2  Gambaran Umum Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah Langsung 
Perubahan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dimulai 
dengan mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 mengenai daerah otonom. 
Undang- undang tersebut dikeluakan untuk memberikan kesempatan yang 
seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur sendiri sistem 
pemerintahan dan pengolahan daerahnya namun tetap ada campur tangan 
dari pusat, bahkan dalam setiap pemilihan kepala daerah juga masih tetap 
dikontrol pusat. Kemudian diadakan perevisian Undang-Undang No. 32 
tahun 2004 juga tentang pemerintahan daerah. Adanya perubahan 
tersebut, disamping karena perubahan UU Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, juga dianggap sudah tidak sesuai dengan dasar 
penyelenggaraan otonomi daerah, maka untuk menciptakan kualitas 
otonomi dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005 tentang 
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pemilihan, pengesahan, pengangkataan dan pemberhentian kepala daerah 
dan wakil kepala daerah yang merupakan petunjuk dari pelaksanaan UU 
No. 32 tahun 2004. 
Dasar pelaksanaan pemilukada disamping untuk memilih penguasa 
daerah juga merupakan salah satu upaya mencari pemimpin yang mampu 
melayani dan konsisten mengabdi untuk kepentingan seluruh rakyat. 
Pemilukada mempunyai kekuatan yang lebih dalam upaya memperkuat 
legitimasi kepala daerah. Pemilukada juga sebagai upaya formal yang 
paling penting dalam mengembalikan kedaulatan rakyat serta untuk 
memutus kesenjangan yang terjadi antara aspirasi rakyat dan wakilnya di 
lembaga legislatif daerah. 
Kesuksesan pemilukada sangat ditentukan oleh masyarakat juga 
lembaga terkait. Selain parpol, KPUD juga sebagai lembaga yang memiliki 
peranan penting dalam pelaksanaan pemilihan. Salah satu cara yang 
digunakan oleh KPUD untuk menjaga dari kemungkinan terjadinya potensi 
konflik dan penundaan pemilukada adalah melalui persiapan-persiapan 
dengan tetap melaksanakan tugasnya secara optimal untuk membuat 
sistem atau rambu-rambu yang dapat meminimalisir konflik. KPUD juga 
memberikan kegiatan pendidikan bagi pemilih yang dimaksudkan untuk 
memberikan pengetahuan masyarakat akan arti, fungsi, prosedur dan 
struktur pemilih secara substansial, artinya pemilih dapat menentukan 
pilihannya secara tepat berdasarkan rasionalitas politiknya. 
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Pemilukada mesti dimaknai sebagai aktivitas berpolitik yang riil dan 
jujur oleh masyarakat lokal untuk memilih pemimpin daerah secara 
demokratis. Pemilukada dalam lingkup lokal melibatkan masyarakat secara 
lebih emosional dibanding dalam pemilihan presiden dalam skala nasional. 
Pelaksanaan pemilukada langsung sebagai tonggak demokrasi lokal 
walaupun tetap memiliki resiko yang tidak terhindarkan namun itulah 
realitas dari sebuah demokrasi. Pemilukada sebagai arena politik lokal, 
apalagi pelaksanaan pemilukada sebagai pengalaman pertama dalam 
sistem langsung kerap diwarnai praktek politik uang, penggunaan cara-
cara kekerasan, dan kampanye negatif perlu diwaspadai. Mekanisme 
pemilihan umum langsung tidak secara otomatis menghilangkan 
kelemahan-kelemahan demokrasi dari kemungkinan penyalahgunaan dan 
penyimpangan. 
Pemilukada bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Kabupaten 
Toraja Utara karena sebelumnya telah dilakukan pemilihan kepala daerah 
dan wakil kepala daerah secara langsung. Pelaksanaan pemilukada 
kabupaten Toraja Utara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 
yang diikuti oleh dua pasangan calon bupati/wakil bupati, yaitu  Kalatiku 
Paembonan- Yosia Rinto Kadang dan incumbent Fredderick B Sorring- 
Frederik B Rombelayuk. 
Berikut adalah perolehan suara Pasangan nomor urut satu (Kalatiku 




Perolehan Suara nomor urut satu 

















1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Awan 
Rantekarua 
3791 2472 2459 13 2472 992 
2 Balusu 6993 4476 4461 15 4476 2597 
3 Bangkelekila 3730 3099 3084 15 3099 2150 
4 Baruppu 4937 3097 4081 16 3097 1314 
5 Buntao 7489 5910 5898 12 5910 3416 
6 Buntupepasan 10809 8107 8062 45 8107 3958 
7 Denpina 6061 4457 4450 7 4457 1588 
8 Kapalapitu 4560 3291 3277 14 3291 2012 
9 Kesu’ 12298 10085 10039 46 10085 4895 
10 Nanggala 8412 5440 5402 38 5440 2440 
11 Rantebua 6841 4841 4823 18 4841 2476 
12 Rantepao 19687 14467 14418 49 14467 8033 
13 Rindingallo 5461 4394 4382 12 4394 2283 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
14 Sa’dan 13195 9090 9049 41 9090 5028 
15 Sanggalangi 9796 7448 7430 18 7448 3937 
16 Sesean 8475 6723 6701 22 6723 4479 
17 Sesean 
Saluoara 
4699 3447 3416 31 3447 1777 
18 Sopai 9964 7949 7909 40 7949 4328 
19 Tallunglipu 13111 10313 10270 43 10313 6113 
20 Tikala 8536 5889 5860 29 5889 3359 
21 Tonon 9327 6785 6751 34 6785 3349 
 
Sumber : KPU Toraja Utara 
 
Selain gambaran umum mengenai Kabupaten Toraja Utara secara 
umum, penulis juga akan menambahkan gambaran umum mengenai 
Lembang Tallulolo dan Lembang Nonongan. 
 
4.3 Lembang Tallulolo 
  Lembang Tallulolo merupakan salah satu Lembang dari Tujuh 
Lembang yang ada di Kecamatan Kesu’. Lembang  Tallulolo terdiri dari 4 
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dusun/kampung, diantaranya ialah  Se’pon, Bua, Karunganga’, dan Bua 
Utara. Berikut adalah data potensi penduduk Lembang Tallulolo : 
Tabel 4 
Data Potensi Penduduk Lembang Tallulolo 
No. Nama Jumlah 
1. Jumlah Penduduk 2743 
2. Jumlah KK 687 
3. Luas Wilayah 178.07 Hektar 
4. Fasilitas yang ada : 











d. Bua Utara 
4 







4.4 Lembang Nonongan 
  Lembang Nonongan termasuk dalam wilayah Kecamatan Sopai. 
Lembang Nonongan terdiri dari 4 dusun yaitu dusun padangiring, dusun 
nonongan, dusun kanuruan, dan yang terkhir adalah dusun Sopai 
Berikut merupakan data potensi penduduk Lembang Nonongan : 
Tabel 5 







1. Jumlah Penduduk 2.248 
2. Jumlah KK 582 














HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah  merupakan progresitas 
dan inovasi dalam mewujudkan demokrasi di tingkat lokal. Proses pemilihan 
kepala daerah langsung dimana, rakyat berpartisipasi langsung menentukan 
pemimpin di daerahnya. Dalam pesta demokrasi ini, banyak cara yang 
dilakaukan oleh kandidat kandidat untuk meraih suara rakyat, salah satunya 
yaitu dengan cara mendekati figur yang sentral dalam masyarakat seperti 
Kepala Lembang.  
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab 
sebelumnya, maka pada bab ini akan dijelaskan secara mendalam mengenai 
peran Kepala Lembang atas kemenangan Kalatiku Paembonan dalam 
Pilkada Toraja Utara tahun 2015.Penulis kemudian melakukan penelitian 
langsung dengan metode wawancara langsung dengan pihak-pihak yang 
bersangkutan dan yang dianggap mampu memberikan data yang diperlukan 
dan selanjutnya akan diolah menjadi sebuah hasil penelitian yang mampu 
menjawab setiap permasalahan yang terkait dengan judul penulisan. 
 Dari hasil penelitian penulis di lapangan, penulis mendapat temuan 
penelitian yang kemudian penulis sinkronkan dengan teori yangdigunakan 
maka penulis mendapatkan faktor yang mempengaruhi peran Kepala 
Lembang atas Kemenangan Kalatiku Pembonan pada Pemilukada Toraja 
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Utara tahun 2015 ialah faktor ketokohan, kekeluargaan, dan kepercayaan 
dari masyarakat.  
 
5.1 Kepala Lembang 
 Sebelum membahas lebih jauh mengenai peran Kepala Lembang, 
penulis terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai Kepala Lembang itu 
sendiri.  
Suku Toraja yang mendiami Kabupaten Toraja Utara dikenal masih 
memegang dan mempertahankan budaya nenek moyang mereka walaupun 
ada juga yang sudah mereka tinggalkan. Hal ini terbukti dengan masih 
diberlakukannya sistem desa adat yaitu Lembang, meskipun pada tahun 
1979 sistem pemerintahan desa pernah diberlakukan di Toraja. 
Perkembangan sistem pemerintahan di masyarakat Toraja mengalami 
perkembangan yang cukup lama seiring dengan adat yang berlaku di 
masyarakatnya.  Pada zaman Belanda belum menduduki Tana Toraja, sistem 
pemerintahan yang berlaku di masyarakat adalah sistem pemerintahan adat 
dan setiap wilayah adat memiliki struktur pemerintahan sendiri-sendiri.    
 Kata Lembang ini muncul pertama kali pada masa penjajahan Belanda 
yang pada saat itu masih bernama distrik. Setelah Belanda keluar dari Tana 
Toraja, pemerintah daerah merubah nama distrik menjadi Lembang yang 
diambil dari bahasa Toraja berarti perahu (bahtera) yang bermakna tentang 
suatu kelompok masyarakat dimana di dalamnya masing-masing orang 
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mempunyai fungsi dan kedudukannya masing-masing, ada yang bertugas 
sebagai nakhoda, juri mudi, tukang layar dan sebagainya. Hal ini bermakna 
bahwa dalam kehidupan bermasyarakat fungsi-fungsi di atas dianalogikan 
sebagai fungsi-fungsi ketua kelompok, pengurus-pengurus kelompok serta 
masyarakat di bawahnya.22 Lembang dipimpin oleh seorang Kepala 
Lembang, menurut Bapak Layuk Sarungallo ( Budayawan) : 
“Kepala Lembang ialah Koordinator pemerintahan dan administrasi 
negara, jadi sama dengan Kepala Desa fungsinya, Lembang adalah 
suatu komunitas yang ingin dipimpin oleh seseorang sehingga dia bisa 
berdaya, madiri, lingkungan tempat tinggalnya bisa tumbuh dan 
sejahtera. Kalau dalam istilah pemerintahan, Lembang adalah suatu 
wilayah dimana suatu kelompok masyarakat tertentu yang tatakrama 
dan kebiasaannya sama sehingga gampang dipimpin oleh seseorang, 
pemimpinnya inilah yang disebut Kepala Lembang”23 
 Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan  bahwa Kepala 
Lembang ialah seorang yang memimpin sebuah wilayah yang 
masyarakatnya memiliki karakteristik dan tatakrama tertentu sehingga 
masyarakat dan wilayahnya tersebut dapat sejahtera. 
 Pada mulanya pemilihan Kepala Lembang dilakukan secara 
musyawarah oleh pemuka-pemuka masyarakat. Namun, dengan 
dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Tata Cara 
                                                             
22 B.Palebangan Frans, Aluk, Adat, dan Adat-Istiadat Toraja, Sulo, 2007 hal 8 
23 Wawancara penulis dengan Budayawan pada tanggal 15 Juni 2015 pukul 16:51 
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Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian 
Kepala Lembang di Kabupaten Toraja Utara, maka Pemilihan Kepala 
Lembang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat.Setelah didahului 
pencalonan oleh masyarakat menurut kriteria yang ditetapkan. Calon  kepala 
lembang harus memenuhi minimal 3 syarat utama yaitu tomaluangan 
ba’tengna, tomasindung mayanna, yang artinya:  bedasarkan keturunan 
(berasal dari strata atas), kekayaan, dan keterampilan/wawasan. 
 Kepala Lembang harus mempunyai jiwa kepemimpinan dan 
berkharisma agar bisa dihormati oleh rakyatnya. Dia harus kaya karena 
dengan kekayaannya diharapkan dia dapat membangun wilayahnya dan bisa 
mencukupi kebutuhan masyarakatnya yang tidak berkecukupan. Karena ada 
prinsip pemimpin yang dipakai “lebih baik dia tidak makan dari pada ada 
rakyatnya yang kelaparan”.Syarat-syarat diatas sesuai dengan apa yang 
diinginkan oleh masyarakat yakni yang menginginkan pemimpin yang bisa 
menjadi teladan bagi masyarakatnya (Pa’tuladanan) 
 Sistem pemerintahan Lembang bisa saja terdapat perbedaan antara 
Lembang yang satu dengan Lembang yang lain karena adat-istiadat yang 
berlaku di masing-masing Lembang memiliki karakteristik sendiri-sendiri.  
Dalam menjalankan tugasnya Kepala Lembang dibantu sekertaris dan kabag 
urusan seperti ekonomi dan pembangunan.  Kepala Lembang dipilih dari 
strata sosial tertinggi di masyarakat, biasanya mereka juga orang kaya dan 
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berpendidikan.  Hal ini tidak terlepas  dari kebijakan  pemerintah Belanda 
sebelumnya yang memberi prioritas pada masyarakat strata atas mengecap 
pendidikan. 
 Setiap upacara adat yang berlangsung di Lembang selalu dihadiri oleh 
kapala lembang serta aparatnya, mereka selalu duduk ditempat yang paling 
terhormat, karena mereka aparat pemerintahan dan berasal dari strata 
teratas.  Pada kesempatan itu biasanya Kapala Lembang menyampaikan 
berbagai program lembang. Berbeda dengan pemerintah desa, mereka juga 
hadir dalam berbagai upacara adat namun hanya sebagai formalitas saja.   
  Posisi Kepala Lembang sebagai pemimin tertinggi di Lembang dan 
sebagai tokoh masyarakat, merupakan suatu modal untuk dapat berpengaruh 
di tengah masyarakat Lembang. Salah satu hal yang dapat membuat Kepala 
Lembang dapat berperan didalam masyarakat bisa dilihat dalam kehidupan 
masyarakat selain sebagai pemerintah formal, Kepala Lembang juga 
merupakan ketua hakim adat pendamai di wilayah pemerintahannya 
contohnya tentang masalah tanah, warisan, dan perselisihan yang 
menyangkut tentang adat baik adat rambu tuka’( acara yang berkaitan 
dengan syukuran) maupun rambu solo’ ( acara yang berkaitan dengan 
kedukaan). Kepala Lembang yang memimpin tokoh-tokoh adat, untuk 
mendiskusikan masalah yang terjadi, sehingga Kepala Lembang memiliki 
hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat.  
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Peran sosial yang telah dilakukan oleh Kepala Lembang inilah yang 
kemudian dapat menciptakan sebuah kekuatan bagi Kepala Lembang untuk 
mempengaruhi masyarakat secara khusus didalam bidang politik 
sebagaimana yang dikatakan oleh James Scott yang disebut pola hubungan 
Patron Klien. Dimana masyarakat memberikan dukungan, rasa hormat, serta 
loyalitasnya kepada Kepala Lembang. Dari kepercayaan yang telah 
masyarakat berikan kepada Kepala Lembang inilah yang membuat seorang 
Kepala Lembang dapat berpengaruh didalam setiap kehidupan sosial-politik 
masyarakat khususnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Toraja 
Utara. Kepala Lembang yang dijadikan sebagai Patron yang mana memiliki 
sumber daya kekuasaan, kedududkan, perlindungan, serta sumber daya 
materi yang dijadikan sebagai power dalam memobilisasi massa pada 
momentum Pemilihan Umum sebagaiamana Pemilihan Umum Kepala 
Daerah Toraja Utara karena telah mendapat simpati dan dukungan dari 
jaringan patron klien yang dibangun di dalam Lembang. 
 
 
 
